WALI KOTA KENDARI

PROVINS! SULAWES] TENGGARA

PERATURAN WAL! KOTA KENDARI
NOMOR32 TAHUN 2026

TENTANG

UNIT LAYANAN DISABILITAS BIDANG KETENAGAKERJAAN

Memmbang:

Mengingat:

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA KENDARI,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (4}
Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2024
tentang Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan, dan
Pemenuhan Hak Penyandang  Disabilitas, periu
menetapkan Peraturan ‘Wali Kota tentang Unit Layanan
Pisabilitas Bidang Ketenagakeriaan,

1. Pasal 1B ayat (6] Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor & Tohun 1995 tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkal I Kendari
(Lembaran Negara Republik Indonesie Talun 1995
Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomaor 3602);

3. Undang-Undang WNomor 23 Tabhun 2014 tentang
Pemerintahan Dacrah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomer 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
scbagaimana feiah beberapa kali dmbah terakhir
dengan Unduang-Undang Nemer 1 Tahun 2026
tcntang  Penyesuaian Pidana (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tumbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4, Peratgran Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2024
tentang Pelaksanaan Penghormatan, Perhndungan,
dan Pemenuhan Hak Penyundang Disabilitas
[Lembaran Deerah Kota Kendari Tahun 2024 Nomor
2 Tambahan Lembaran Daerah Kota Kendari Nomor
35);




Menetapkan

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALI KOTA TENTANG UNIT LAYANAN
DISABILITAS BIDANG KETENAGAKERJAAN.

el

10.

11.

RABI
KETENTUAR UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:
Daerah adaiah Kota Kendari.

Pemerintah Dacrah adalah Pemerintah Kota Kendar.

Waili Kota adalah Wali Kota Kendari,

Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang
mengalami  Keterbatasan fisik, intclektual, mental,
dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam
berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami
hambatan dan kesulilan wuntuk berpartisipasi secara
pecnuh  dan  cfektif  dengan  warga negara  lainnya
berdasarkan kesamaan hak.

Pemenuhan adalabh  upaya yang dilakukan  untuk
memenuhi, mclaksanakan, dan mewwujudkan  hak
Penyandang Disabilitas,

Pemberdayaan adalah  upaya  untuk menguatkan
keberadanan Penyandang Disabilitas dalam  bentuk
penumbuhan klim dan pengembangan polensi schingga
mampu tumbuh dan berkembang metijadi individe atau
kelompok Penyandang Disabiliias yang tangguh dan
mandiri.

Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk
Penyandang Disabilitas guna mewujudkan kesamaan
kesempatarn.

Akomodasi yang Layak adalah meodifikasi dan penyesuaian
vang itcpal dan diperlukan untuk menjamin penilimatan
atau, pelaksanaan semua hak asasi manusia dan
kebebasan fuandamental wuntuk Penyandang Disabilitas
berdasarkan keselaraan.

Alat Bantu  adalah benda yang berfungsi membantu
kemandirian Penyandang Disabilitas dalam melakukan
kegiatan sehari-hari,

Dinagr Kctcnagakerjuan dan Perindustrian Kota Kendari
vang selanjutnya disebut DNinas adalah Dinas di
lingkungan Pemerintah Kota Kendari yang mempunyai
tugas dan fungsi di bidang ketenagakerjaan

Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketcnagakerjpan yang
sclanjutnya disebut ULD Ketenagakerjaan adalah unit
layanan yang wmerupakan bagian de  dinas  yang
menyelengearakan urusan pemerintahan daerah di bidang
ketenagaker jaan.
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Pemberi Kerja adalah orang perscorangan, pengusaha,
badan hukum, dlsa badan lainnya yang mempekerjakan
tenaga kerjp dengan membayar upah atau imbalan dalam
bentuk lain

Organisasi Penyandang Disabilitas adalah Organisasi yang
dipimpin dan dikelpla, serta beranggotakan mayoritas
Penyandang Disabilitas, dan terdeftar d Perangkat
Daerah yang menangani urusan bidang sosial.
Perencanaan adalah suatu  proses untuk menentukan
tindakan measa depan yang tepat, melalui urutan pilihan,
dengan memperhitungkan sumber daya yvang tersedia.
Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjuinya disebut
Pegawai ASN adalah Pegawai Neperl Sipil dan Pegawai
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yvang diangkat ocleh
pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam
suatu jabatan pemerintahan atau diserahi fugas negara
lainnya serta diberikan penghasilan  sesual  dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Standar Operasional Prosedur Layanan Ketenagakerjaan
yarig selanjutnya disebut SOP Layanan Ketenagakerpaan
adalah pedoman atau fata cara Ketja yang dibakukan
dalam penyelenggaraan pelayanan ketenagakerjaan untuk
mern jamin - pelayunan  yang efektif, efisien, transparan,
alkuntabel, mudah diakses, dan nendiskriminatif bagi
pencari  Kerja, peketja, pemberi kega, danfatau
penyandang disabilitas.

BAB I
PEMBENTUEKAN, KEDUDUKAN DAN KEANGGOTAAN

Hagian Kesatu
Pembentukan dan Kedudukan

Pasal 2

Pemerintah Daerah membentuk ULD Ketenagakerjaan.
ULDr Ketenagakerjaan scbagaimana dimaksud pada ayat
(1) berkedudukan dan dilaksanakan oleh Dinas,
Penyelenggaraan ULD Ketenagakerjaan scbagaimane
dimaksud pada ayat (2} dilaksanakan mwelaiul penguatan
tugas dan fangsi dinas.

Bagian Kedua
Keanggotaan

Pazal 3

Keanggotaan ULD Ketenagakerjaan terdiri atas:

a. koordinator:

. sekretaris; dan

¢, anggota

Keanggotaan ULD Ketenagakerjaan sebagaimana
dimaksud pada ayal {1) bersifat exofficio
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Koordinater sebagaimana dimaksud pada avat (1) dijabar

vich Kepala Dinas.

Sekretans sebagaimana dimaksud pada avat (1] dijabat

cleh Sekretaris Dinas.

Anpggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. pejabat administrator yang mempunyal tugas di
bidang penempatan tenaga kerja;

b. pejabat fungsional pengantar kerje;

¢ pejabal  fungsional tediater hubungan induslrial;
danfatau

4 pegawai pada dinas di bidang ketenagaker jaan,

Keanggotaan UL Ketenagakerjaan sebagaimana

dimaksud pada ayal (1) ditetapkan dengan Kcputusan

Wali Kota,

Pasal 4

ULD Eetenagakerjaan metibatkan Orgamsasi Penyandang
Disabilitas, orpanisasi masyarakat sipil. dan masyarakat
schagai Tenaga Pendamping.

Tenaga Pendumping sebagaimana dimaksud pada avat (1)
dilakukan dengan proses rekrutmen dan seleksi secara
transparan dan akuntabel.

Proses rckrutmen dan seleksi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2] dilakukan oleh 1im yang ditetapkan dengan
Keputusan Wali Kota.

Pasal 5

Koordinator UL} Ketcnagakerjaan sebagaimana dimakasud
dalam Pasal 3 ayat {1} huruf a bertugas:

a.

melakatkan kaorclinasi dalarn.  pengawasan dan
pengendalian serta memberi pengaraban kepada anggota
untuk pelaksanaan ULD Ketenagakerjaan;

memberikan bimbingan dan saran kepada anggota dalam
pelaksanaan ULD Ketenagakerjaan,

memberikan laporan rutin setiap 1 {satu} kali dalam 1
{saty} tahun secara dalamjaringan dan/atau tuar jaringan
kepada Wali Kota; dan

Lugas tain yang diberikan oleh Wali Kota.

Pasalb

Sekretaris ULD Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud
dalatm Pasal 3 ayat (1) hurul b bertugas:

a

d

membantu  koordinator melakukan koordinasi dalam
pengawasan (an  pengendaliaan  serta  memberi
pengarahan kepada anggota untuk pelaksanaan ULD
Kketenagakerjaan;

membaniu koordinator memberikan bimbingan dan saran
kepada anggota dalam pelaksanaan ULD Ketenagakerjaan;
Menyusun laporan rutin setiap 1 (satu} kali dalam 1[satu]
tahuny secuara dalam  jaringan dan/atau luar jarnngsn
kepada Wali Kota; dan

(ugas lain yang diberikan koardinator.
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Pasal 7

Anggota ULD Ketenagakerjaan scbagaimana dimaksud

dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c bertugas:

8. merencanakan, mengoordinasikan, dan melaksanakan
program kegiatan ULD Ketenagakerjaan;

b. memberikan fasilitasi dan informasi dalam rangka
proses  rekrutmen dan  seleksi, Pelatihan Kerja,
pencmpatan kerja kepada Pemberi Kerjo dan Tenaga
Kerja Penyandang Disabilitas:

¢ metakukan diseminasi atau sosialisasi bagl Pemberi
Kerja dalam melaksanakan proses reloutmen Tenaga
Kerja Penyandang Disabilitas:

d. mencari lowongan kerja dan mempromosikan Tenaga
Kerja Penyandang Disabilitas pada Pemberi Kera
sesuai  minat, bakat, dan lkelerampilan yang
dibutuhkan untuk mengkuali magang danjfatau
penempatan Kerja;

e. eclakukan penyuluhan dan bimbingan jabatan dan
analisia jabatan kepada Tenaga Kerja Penyandang
Disabililas;

{ memberikan fasilitasi dap nformasi dalam rangka
Pemberdayaan dan keberlanjutan kerja kepada Tenaga
Kerja Penvandang Disabilitas;

g mengidentifikasi Pelatihan Kerja kepada Tenaga Kerja
Penyandang Disabilitas;
melaskukan upaya penyesuatan di lingkungan kerpa
dan Pemenuhan Akomodasi yang Layak untuk Tenaga
Kerja Penyandang Disabilitas di tempat kerja;

i, memberikan informeasi terkait kontrak kerja, upah,
dan pm kerja;

j. melakukan fasilitasi dan mediasi terkait hubungan
industrial; dan

k tugas lain yang diberikan kKoordinator.

Tugas anggota ULD Kctcnagakerjaan  sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan

bidang kompetensi masing-masing anggota.

Pagsal 8

Tenaga Pendamping sebagaimana dimaksud dalam Pasal
4 memiliki tugas melakukan pendampingan kepada
tenaga kerja Penyandang Disabilitas dan Pemberi Kerja.
Pendampingan Kepada teénaga ketja sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam rangka
penyuluhan dan bimbingan jabalan dan konsultasi dajam
rangka pelatihan, pemagangan, penempatan, dan
Pemberdayaan.

Pendampingan Kepada Pemberi Kerja sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam rangka
Pemenuhan dan Pelindungan hak Penyandang Disabilites,
gerta penycdiaan Alat Bantu kerja untuk Penyandang
Disabilitas.



BAB IIl
SUMBER DAYA MANUSLA

Pasal 9

Pemerintah Daerah menyediakan sumber daya manusia pada
ULD Ketenagakerjaan vang  memiliki pengetahuan,
keterampilan,  etika, dan  kepekaan dalam  melayani
Penyandang Disabililas.

Pasal 10

Sumber daya manusiau pads ULD  Ketenagakerjaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 meliputi:

a Pegawai ASN vyang berada pada dinas; dan

b. Tenaga Pendamping.

Pasal 11

(1} Pegawai ASN schagaimana dimaksud dalam Pasal 10
huruf a meliputi:

a pejabat administrator yang mempunyai tugas di bidang
penempatan tenfga kerja;

b. pejabat rungsional pengantar kerig;

¢ pejabat [ungsional mediator hubungan industrial;
dan/atau

. pegawai pada dinas.

{2] Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat [1) harus
memenubhi persyaratan:

a, memitiki integritas, Komitmen, dan kredibnlitas;

by memliki  keahlian dan kompetensi di @ bidang
Penempatan Tenaga Kerja;

c. memillki empati den  Kepekaan yang tinggi untuk
membanlu memfasilitasi dan mendamping Penyandang
Lisahilitas untuk mendapatkan pekerjaan di sektor
formal maupun informal; dan

d. memiliki pengetabuan dan Keterampilan inkiusi
disabilitas d bidang ketcnagakerjaan,

(3) Pegawai ASN schbagaimana dimaksud pada ayat (1} dapal
dimutasi - setelah mendapatkan rekomendasi dari pejabat
TULD Keienagakerjaan sesual dengan Ketenluan perapuran
perundang -undangan.

Fasal 12

(1) Tenaga Pendamping scbagaimana dimaksud dalam Pasal
10 hurti b dapat berasal dari unsui Organisasi
Penyandang Disabilitas, organisasi masyarakat sipil dan
inasyarakat.

{3 Tenaga Pendamping sebagaimuna dimaksud pada ayat {1)
harus memenuhi persyaratar:

a pendidikan minimal D3 atau sederajat dan merupakan
profesional di bidangnya dan/atau memiliki
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penpgetahuan, Keterampilan, dan Kompetensi rentang
inklusi disabilitas di tempat kena;

memiliki integritas, komitmen, dan kredibilitas;

memiliki elika, empati, dan kepekaan dalam melayani
Penyandang Disabilitas;

d. memiliki motivasi Llnggi dan  komitmen  untuk
melaksanakan tugas;

e, memiliki kemampuan berkomunikasi dengan bahasa
isyarat dan menjalin rclasi sosial yeng harmonis dengan
berbagai pihak; dan

f. tidak sedang terikat kerja dengan instansi pemeriniah
lainnya.

{3) Tenaga Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diangkat dan diberhentikan berdasarkan Keputusan Wali

Kola,

Tl -

Pasal 13

{}) Peningkatan kompetcnsi sumber daya manusia pada ULD
Ketenagaiterjnpan dapat ditingkatkan melalui penddikan
dan pelatihan secara berkala.

{3 Peningkatan kompetensi sumber dayva manusia melalui
pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakuksn oleh Pemerintah Deerah, Organisasi
Penyandang Disabilitas, organisesi masyarkat sipil, dan
masyarakat.

BABIV
SARANA PRASARANA DAN LAYANAN

Bagian Kesatu
Sarana DPrasarana

Pasal 14

{1} Sarana dan praesarana ULD Kctenagakerjaan disediakan
dalam rangks memberikan kemudszhan pelayanan dan
akecs bagi Penyandang Disabilitas.

(2} Sarana dan prasarana ULD Ketenagakerjaan schagaimana
dimaksud pada ayat (1] paling sediki meliputi:

a, ruang pelayanan ULD Ketenagakerjaan;
b, fasilitas pelayanan ULD Ketenagakerjaan; dan
c fasilitas pendukung ULD Keienagakerjaan lainnya.

Pasal 15

Ruang pelayanan UL Ketepagakerjaan scbagaimana
dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4 huruf a harus memenuhi
Kriteria:

a memenuhi standar  dan mudah  diakses untuk
melaksanakan layanan ULD Ketenagakerjaan sesuaf
dengan ragam disababitasnya;

b. ramah 1erhadap Penyandung Disabilitas; dan
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¢ menjamin penghumi melakukan evakuasi secara mudah
dan aman, apabila terjadi keadaan darurat.

Pusnl 16

Fasilitas pclayanan ULD Ketenagakerjaan scbagaimana
dimaksud dalam Pasal 14 ayat {2} huruf b harus memenuhi
kriteria:

a. mudah dan aman dinkses bagi Penyandang Disabilitas;

b meliputi aspek sarana dan prasarana fisik, seperti mun atau
tangga landai, toilet khusus, lift untuk kantor di lamtai
atas;

e meliputi aspek sarand dan prasarana nonfisik, seperli
mformasi, komunikasi, dan teknolugi wng digunakan
dapal dipahami Penyandang Disabililas dengan baik;

d sarana dan prasarana fisik/nonfisik lkin yang dapat
disesuaikan dengan siluasi dan kondisi fasilitas pelayanan.

Pasal 17

Fasiliias  pendukung  ULD Ketenagakerjaan  lainnya

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayar {2 huruf c harus

memenuhi kriteria:

a menjamin tersedianya Alksesibilias bagi Penyandang
Disabilitas; dan

h memberi kemudahan dan kenyamanan bagi Penyandang
Disa bilitas.

Bagian Kedua
Layanan ULD

Pasal 18

(i) ULD Ketenagakerjpan menyelenggarakan layanan kepado
penyandang disabilitas.
{2 Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat {l] meliputi:
a pemberian informasi ketenapakcrjaan inkhasif,
b. layanan pendataan dan asesmen pencan kerjg
Disabilitas;
¢ layanan konseling dan pendampingan kerja;
d layanan pelatihan dan peningkatan kompetensi;
e Jayanal pchempatan dan pencocokan tenaga kerja;
[ layunan pendampingan pemberi kerjs;
g layanan fasilitasi Akomodasi Yang l.ayak;
h. layanan monitoring dan retensi kerja;
i layanan pengaduan dan pendampingan
{3) Lavanan scbagaimena dimaksud pada ayat (2
dilaksanakan accara:
4. aksesibel
b. inkiusif:
c non-Giskriminatil; dan
d. berperspektif hak asasi manusia.
{9) Slandar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantuit daiam lampiran yang merupakan bagian yang
lidak lerpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.



Pasal 19

(1) ULD Ketenagakerjaan dajam menyelenggarakan layanan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 menyusun dan
menetapkan S0P Layanan Ketenagakerjaan untuk setiap
jenis layanan.

[2] S0P Layanan Ketenagakerjaan sebagaimana dimalsud
pada ayat (1) paling sedikif memuat:

a. alar proses layanan;

b. persyaratan admimstrasi;

c. jangka waktu penyelesaian;

d. peran dan tangpungjawab petugas;

c. standar hasil layanan; dan

[ mekanisme pengaduan dan penanganan keluhan,

(3] S0P Layanan Ketenagakerjaan  disusun dengan
memperhatikan prinsip  aksesibjlitas dan  kcbutuhan
penyandang disabilitas.

(4) SUP Layanan Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan kepala Dinas.

BABV
KOORDINASI DAN KERJA SAMA

Bagian Kesatu
Koordinasi dengan Perangkat Daerah

Pasal 20

(1} ULD Ketenapzkerjaan melalukan koordinasi dengan
perangkat cdaerah dalam rangka penyelenggaraan layanan
ketenagakerjaan bagi penyandang disabilitas,

(2] Koordinasi sebapaimansa dimaksud pada ayat (1| meliputi:
4 perencanaan program dan kegiatan;

b. pertukaran data dan informasi;

c. pelaksanaan pelatihan dan penempatan kerja;

d. penyediaan sarana dan prasarana yang aksesibel; dan
e. monitoring dan cvaluasi pelakeanaan layanan.

(3] Perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
paiing sedikit meliputi:

a, perangkat daerah yang menyclengparakan urusan di
bidang sosial;

b, perangkat daersh yang menycienggarakan urusan df
bidang pendidikan;

¢ perangkat tlaerah yang menyelenggarakan urusan
bidang keschatam;

d. pcrangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di
bidang keuangan; dan

e. perangkat dacrah lain yang terkait.

{4 Koordinasi dilaksanakan socara berkala danfatau secsuai
kebutuhan,
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Pasal 21

Dalam melakukan koordinasi sebagoimana dimaksud dalam
Pasal 20 ayat {l), ULD Ketenagakerjnan dapal memberikan
rmasukan danjfatan rekomendasi kepada Pemerintah Dacrah
yang terkait dengan upaya untuk :

£

b.

)

2

&
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melakukan sinkronisasi program dan Kebijakan dalam
rangka pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan
Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;

men amin pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan
Pemenuhan hak Penyvandang Disabilitas berjalan dengan
efelctif;

mewujudkan anggaran  pelaksanaan  Penghormatan,
Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang
Disabilitas; dan

mensinkronkan penggunaan angparan  pelaksanaan
Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak

Penyandang Disabilitas agar berjalan dengan efisien.

Bagian Kedua
Kerja Sama dengan Dunia Usaha dan Pihak Lain

Pasal 22

ULD Ketenagakerjaan melakukan kerja sama dengan

dunia wsaha dan pihak lain dalam rangka perluasan

kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas;

Kerja sama  scbagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi:

a. penyediaan dan penyebarluasan informasi lowongan
kerja;

b pegkaanaun rekrutmen iendga kerja penyandang
clivabililas;

¢, pelaksanaan pelatihan kerja, pemagangan, dan
praktik kerja;

. penyediaan akomodasi yang layak di tempat kerja;

e, pengembangan lingkungan kerja yang inklusil; dan

f pendampingan serta evaluasi penempatan kerja.

Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

4, lembaga pelatthan kerja;

b lembaga pendidikan;

€. organisasi penyandang disabilitas;

d. lembaga swadaya muasyarakat; dan

c. pihek lain yang terkait.

Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

dituangkan dalam bentulk:

a, nota kesepahaman; danfatau

b perjanjian kerja sama.

pelaksanaan Kera sama  dilakukean sesual  dengan

ketenhuan peraturan perundang-undangan,
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BABW1
MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Monitoring

Pusal 23

Dinas ‘melaksanakan morit oring terhadap
penyelenggaraan layanan ketenagakerjaan bagi
Penyandang Disabilitas.

Moniloring scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan untuk memustkan Kesesuaian pelsksansan
lavanan dengan standar operasional prosedur, prinsip
layanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Maonitoring dilaksanakan secam berkala dan/alau
sewakni-waktu sesual kebutuhan.

Hasil monitoring digunskan sebagni bahan perbaikan
dan peningkalan kualitas layanan.

Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 24

Dinas melakukan evaluasi kinerja secarn berkald
werhadap pelaksanaan layanan ketenagakerjaan beagi
Penyandang Disabilitas.

Evaluasi kinerja schapaimana dimaksud pada ayat (1)
paling sedikit mencalup:

a. cf elctivitas layanan;

b, tingkat penempalan Kerja penyandang disabilitas;

¢ kualitas peilatihan dan peningkatan kompetensi;

d kepuasan pengguna lavanan; dan

e. pelaksanaan kerja sama dengan pihak terkait.

Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perencanaan,
perbaikan kebijukiin, dan peningkatan mutu layanan.

Bagian Ketiga
Pelaporan

Pasal 25

ULD Ketenagakerjnan menyusun dan menyampaikan
laporan pelaksanaan layanan ketenagakerjaan  bagi
Penyandang Disabibtas secara berkala.

Laporan sebagaimana dimaksud pada  ayat (1)
disampaikan kepada Wali Kota melaiui Kepala Dinas.
Pelupuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
paling sedikit 1 (satuy kali dalam 6 (enam] bulan atau
sewaldtu-waktu apabila diperlukan.



(4) Laporan paling sedikit memuat:

(B

(1)
(4
(3

(1)

(2

(3)

a4 capaian pelaksanaan program dan kegiatan;

b jumlah penyandang disabilitas yvang dilayam;

¢ jumlah penempatan kerja;

d. hasil pelatihan dan sertifikasi;

e kendala dan permasalaban; dan/atau

f.  rekomendasi tindak lanjut

Pelaporan dapat dilekukan secara manual danjfatau
berbasis  sislem  informasi  ketenagakerjaan — yang
terinte gragi.

BAB VH
PEMBINAAN DAN FENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 26
Pemeriniah Daerahh melakukan pembinaan terhadap
penyelenggaraan ULD Ketenagakerjaan.

Pembinaan scbagaimana dimaksud peda ayal (]}
dilaksanalian oleh Dinas.

Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi:

a peningkatan kdapasitas sumber daya manusia ULD
Ketenagakerjaan;

b. penguatan kelembagaan dan tata kelola layanan;

¢ penyvusunan dan pengembangan standar pelayanan;

¢t fasiliasi sarana «an prasarana layanan yang

akisesibel; dan
¢. pengualan kerja sama dengan perangkal daerah,
duriaa usaha, dan pemangku kepentingan lainnya.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 27

Pemerintah  Daerah melakukan pengawasan terhadap
pelaksanean layanan Ketcnagakerjaan bagi penyvandang
disabiliias yang dizselenppgarakuan vleh ULD
Ketenagakerjaan.

Pengawasan schagaimana dimaksud pada ayat ({i]
dilaksanakan oleh Dinas.

Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bertujuan untuk memastikan pelaksanaan layanan
gsesuai  dengan  ketentvan  peraturan  perundang-
undangan, SGP Layanan Ketenagakerjaan, dan prinsip
layanan.



s

{3) Pengawasan dilakukan melalui
a permantauan langsung;
b. pemeriksaan dokumen;
o. evaluasi kinerja; dan/atau
< mekanisme pengaduan measyaralkat.

{4 Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana
dirnakaud pada aym (1), Dinas melibatkan perangkat
daerah terkait danjatau pihak lain yang berkompeten.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 28

Pendanaan untuk penyetlenggarauan kegatan ULD

Kelenagakerjaan dapal bersumber dari:

a. angegaran pendapatan dan belanja daerah; danjatau

b. sumber lain yang sah dan tidak mongikat sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan,

BADB [X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29
Peraturan Wali Kota ini roulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinys memerintahkan pengundangan

Peraturan Wali Kota ini dengan pencmpatannya dalam Derita
Daerah Kota Kendari.

PARAF KOORDINASI Ditetapkan di iitnnﬂari
0 | MSTARS!/ URT KERJA | PARAF pada tanggal ¢ - @ 2034
1 b . J WAL] KOTA KENDARI,
i :’1 QH"-_ “ﬂ‘h.‘lpnf? } ‘ - | ——
| ' Kabaa Wi = %);’#;'—-
Kb Prkatatts | M SISKA KARINA [MRAN &~
[h.l‘ N ‘\'"' .

Diundangken df Kendari

s Langgal & .. 2prb

A
MERAH KOTA KENDARI TAHUN 2076 NOMOR 94
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LAMPIRAN

PERATURAN WALI KOTA KENDAR]
NOMOR 22 TAHUN 2026

TENT ANG

UNIT LAYANAN DISABILITAS
BIDANG KETENAGAKERJAAN

STANDAR PELAYANAN UNIT LAYANAN DISABILITAS {ULD)
BIDANG KETENAGAKERJAAN

1. Layanan lnformasi Ketenagakerjaan Inklusif.
Uraian Layanar
penyediaan informasi lowongen kerja, pelatihan, dan  kebijakan
ketenapakerjaan yang aksesibel.
Standar:
» Input: Data lowongan kerja, program pelatihan, database pengguna
layanan
« Proses:
a. Penyediaan informasi dalam format aksesibel (audio, braille, teks
sederhana);
b Diseminasi melalui media online/oftline.
+ Output: Informasi kerja yang dapat diakses penyandang disabilitas
» Waktu Layanan! Maksimal 1 hari sejpk informasi diterima
» Indikator Mutu:
a. 2002 informasi tersedia dalam format aksesibel
b, Kepuasan pengguna 275%

2. Layanan Pendaftaran dan Asesmen Fencari Kerja Disabilitas.
Uraian Layanan:
Pendalaan dan penilaian kompetensi, minat, serta kebutuban akomodasi,
Standar:
= Input: Data individu, dokumen identitas, riwayat pendidikan/kerja
= Proses;
A Registrasi
b Asesmen kompetensi dan kebutuhan khusus
» Output: Prdil pencan kerja disabilitas.
» Waktu Layanan: Maksimal 2 hari kerja,
» Indikdalor Mutu:
a 285% data terinput lengkap.
b, Akurasi profil 280%.

3. Layanun Konseling dan Pendampingan Kerja.
Urajan Layanan:
Pendampingan individu dalam perencanaan karier dan kesiapan kerja.
Standar:
» Input: Data hasil asesmen
+ Proses:

a. Konseling karier
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b, Bimulasi wawancara kerja

¢ Penyusunan rencana kerja individu
« Qutput: Rencana karer dun kesiapan kerja
» Wakiu Layanan: 1-3 ses glau paling lama 1 hari per individu
« Indikator Muiua:

280% peserta mengalami peningkatan kesiapun kerja

4. lLayanan Pelatihan dan Peningkatan Kompetenasi.
Uraian Layanaty:
Fasilitasi akses pelatihan kerja yang inklusif.
Standar:
» Input: Kebutuhan pelatihan, data peserta
« Proses:
a  Koordinasi dengan BPVP/lembaga pelatiban
b Penyesuaian metode pelatihan {inlkdusif)
« Outpul: Peserta mengikuli pelatihan
« Wakiu Layanan: Scsuai jadwal pelatiban
« Indikator Mutu:
a. 275% peseria menyelesaikan pelatihan
b. =250% tersertilikasi

5. Layanan Penempatan dan Pencocokan Tenaga Kerja.
Uraian Layanan:
Mempertemidtkan pencart kerja disabilitus dengan pemberi kerja.
Standar:
« Input: Database peneari kerja & Iowongan
» Proses:
a, DPencocokan tenaga kerja dan pekerjaan
b. Rekomendasi kandidal ke perusahaan
« Output: Penempatan kerjs
« Wakiu Layanan: Maksimal 5 hari kerja scjak lowongan tersedia
« Indikator Mutu:
a. =60% kandidat sesuai kebutuhan perusahaan

b. Tingkat penempatan =40%

6. Layanen Pendampingan Pemberi Kerja
Umian Layanan:
Konsultasi dan asistensi bagi perusahaan dalam mempekerjakan
disakilitas,
Standar:
« Input: Permintaan layanan dari perusahaan
« Proses:
a. Konsulasi reloutmen inklusil
b. Penyusunan kebutuhan akomodasi
« Qutput: Rekomendasi kebijakan/perbaikan praktik kerja
= Waktu Layanan: Maksimal 3 hari kerja
+ Indikator Mut:
=40% perusahaan menerapkan reKomendasi



7. Layanan Fasililasi Akomodasi yang Layak
Uraian Layanat;
Penycdiaan atau koordinasi alat bantu dan pcenyesuaian kerja.
Standar:

» Input: Hasil aseasmen kebutuhan
+ Proscs:
a, ldentifikasi aiat bantu
h. Koordinasi pengadaan
« Output: Tersedianya akomodasi kerja
» Waktu Layanan: Maksimal 7 hari kerja (koordinatif)
= Indikator Mutu:
2530% kebutuhan akomodasi ierpenuhi

8. Layanan Monitoring dan Retensi Kerja
Uraian Layanan;
Pemantauan keberlanjutan kerja penyandang disabilitas.
Standar:
« Input: Data tenaga kerjayang sudah dilempatkan
« Proses:
4. Monitoring berkala
b Penanganan keluhan
= Output: Laporan retensi kerja
» Waktu Layanan: Minimal 1 kali per 3 bulan
« Indikator Mutu:
Tingkat retensi kerja =505

9. Layanan Pengaduan dan pendampingan
Uraian Layanan:
Penanganan keluhan dan diskriminasi di tempat kerja.
Standar:
+ Input; Aduan Masyarakat/tenaga Kerja disablitas
= Proscs;
a  Verifikasi
b Mediasi/Rujukan
« Output: Tindaldanjul pengaduan
* Waldu Layanarr Maksimal 30 hari kerja
a Indikator Muig:
260% aduan ditindaklanjuti
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